
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA DEPOK, 

a. bahwa berdasarkan Ketcntuan Romawi V angka 14 Lampiran 
Perat uran Mcnteri Dalam Negcri Nomor 52 Tahun 2015 
ten tang Pcdoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 bahwa program dan 
kcgiatan yang dibiayai dari DBH-CIIT, DBH-DR, DAK, Dana 

BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur 
untuk Provinsi Papua dan Papua Ba.rat, Dana Insentif 
Dacrah, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat 
khusus dan dana transfer lainnya yang sud.ah jelas 
pcruntukannya serta pelaksanaan kcgiatan dalam keadaan 
darurat dan/atau mcndcsak lainnya yang belum cukup 
tcrscdia dan/ atau bclurn dianggarkan dalam 1\PBD, dapat 

dilaksanakan rnendahului penctapan peraturan daerah 
Lentang Pcrubahan /\PUD dcngan cara: a) Merictapkan 
peraturan kepala daerah tcntang perubahan penjabaran 
APRD dan mernberitahukan kcpada Pimpinan DPRD; b) 
Mcnyusun RKA-SKPD dan mcngesahkan DPA-SKPD scbagai 
dasar pclaksanaan kegiatan; dan c) Ditampung dalam 
pcraturan dacrah tcntang pcrubahan APBD, atau 
dicantumkan dalarn LI~/\, apabila perncrintah daerah Lelah 
rncnctapkan pcrubahan APBD atau tidak melakukan 

perubahan APBD; 
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b. bahwa bcrdasarkan Ketcntuan Romawi Ill angka 2 huruf a 

point 7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 

Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2016 

bahwa Bclanja lidak tcrduga merupakan belanja untuk 

mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 

diharapkan terjadi berulang, scpcrti kebutuhan tanggap 

darurat bencana, pcnanggulangan bencana alam dan 

bcncana sosial, dana pcndamping DAK yang tidak 

tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun 

Anggaran 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan 

pencrimaan daerah tahun-tahun scbelumnya; 

c. bahwa bcrdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (6) Peraturan 

Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang 

Perubahan Kedua atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor l 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Kcuanga.n Da.crah dinyatakan bahwa kriteria bclanja untuk 

kcperluan mendesak mencakup : a) program dan kegiatan 

pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belurn 

tcrscdia dalam tahun anggaran berjalan; dan b) keperluan 

mendcsak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dacrah dan 

masyarakat; 

d. bahwa bcrdasarkan ketentuan Romawi V angka 12 huruf d 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2015 tcntang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dinyatakan bahwa 

Kcgiatan lain diluar langgap darurat yang didanai melalui 

bclanja tidak tcrduga dilakukan dengan pergeseran anggaran 

dari bclanja tidak terduga kc belanja SKPD berkenaan 

dan/ atau belanja PPKD; 



e. bahwa bcrdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan 

ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pcngclolaan Keuangan Daerah 

dinyatakan pcrgeseran antar rincian obyek belanja dalam 

jenis bclanja bcrkenaaan dilakukan atas persetujuan PPKD, 

pergescran antar obyck belanja dalam jenis belanja 

berkcnaan dilakukan atas pcrsctujuan sckretaris dacrah, dan 

pergcscran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan aya.t (3) 

dilakukan dcngan cara mengubah peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk 

selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah 

ten tang peru bahan APBD; 

f. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu 

mcnctapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua 

atas Pcraturan Walikota Dcpok Nomor 41 Tahun 2015 

tentang Pcnjabaran Anggaran PcndapatanKota DepokTahun 

Anggaran 2016; 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nornor 3262) sebagaimana telah 

bebcrapa kali diubah, Lerakhir dengan Undang-Undang 

Nornor 16 Tahun 2009 tentang Penctapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kccmpal atas Undang-Undang Nomor 6 

Ta h un 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Pcrpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4999); 

Mengingat 



2. U ndang-U ndang Norn or 19 Tahun 1997 ten tang Penagihan 

Pajak dengan Sural Paksa (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42), scbagaimana telah diubah 

dcngan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Pcruba han alas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

lcntang Pcnagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Rcpublik fndonesia Tahun 2000 Nomor 129); 

3. Undarig-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pcmbcntukan Kotamadya Dacrah Tingkal II Dcpok dan 

Kolamadya Dacrah Tingkat II Cilcgon (Lernbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang 

Pcnyclcnggaraan Negara yang Bcrsih dan Bcbas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotismc (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara 

Rcpub.lik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tcntang 

Pcmbcrantasan Tindak Pidaria Korupsi (Lembaran Negara 

Repub.lik Indonesia Tahun 1999 Nornor 78, Tambahan 

Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3854) 

sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tcntang Pcrnbcrantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nornor 134, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4150); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 



7. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 

Pcrbcndaharaan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik 

Indonesia 'l'ahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tcntang Pemcriksaan, 

Pcngclolaan dan Tanggung .Jawab Kcuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 

4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sislem 

Pcrcncanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan 

Kcuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pcmerintahan 

Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nornor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tenlang Rencana 

Pcmbangunan Jangka Panjang Nasional (Lcmbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lcmbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4801) 

scbagaimana Lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 teritang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2008 Lenlang Partai Politik (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5189); 



Pemerintahan Da.crah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah bebcrapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tcntang Perubahan Kedua at.as Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5679); 

16. Pcraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Perat.uran Gaji Pegawai Ncgeri Sipil (Lcmbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 

scbagaimana tclah bcberapa kali diubah terakhir dcngan 

Pcraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kctujuh Belas Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 

7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

123); 

ten tang 2014 Tahun 23 Nomor 15. Undang-Undang 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Rctribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 5049); 

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5568); 



Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 

4712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

tclah diubah dengan Peraturan Perncrintah Nomor 74 Tahun 
201.2 tentang Perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

20. Peraturan Pemcrintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Pcrimbangan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia. Nomor 4575); 

Keuangan Pimpinan dan 

Rakyat Dacrah (Lembaran 

Tahun 2007 Nomor 47, Indonesia Negara Republik 

Kedudukan Protokoler dan 

Anggota Dewan Perwakilan 

17. Peraturan Pcmerintah Nomor l 09 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

1.8. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tcntang 

Kcdudukan Protokolcr dan Kcuangan Pirnpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana tclab 

beberapa kali diubah terakhir dcngan Pcraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Peruba.han Ketiga Atas 

Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tcntang 



21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Sistern 

Informasi Kcuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Pcrubahan Atas Peraturan Pcrnerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem lnforrnasi Keuangan Dacrah 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 

5155); 

22. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pcdornan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tcntang 

Kelurahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 159, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 4588); 
25. Peraturan Pcmerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pernbinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan 

Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4592); 

26. Pcraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang 

Pclaporan Kcuangan dan Kincrja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 



Tunjangan Profesi Guru dan Doscn, Tunjangan Khusus Guru 

dan Doscn Serta Tunjangan Kchormatan Profesor (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5016); 

31. Pcraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tcntang 

Pcdornan Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah 

tentang Tata Tertib Dewan Pcrwakilan Dacrah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan 

Lcmbaran Republik Indonesia Negara Nomor 5104); 

ten tang 30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 

27. Peraturan Pcmcrintah Nomor 3 Ta.h un 2007 tentang 

Penyclcnggaraan Pemcrintahan Dacrah kepada Pemerintah, 

Laporan Ketcrangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakikan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah kepada 

Masyarakat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nornor 19, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

28. Peraturan Pernerintah Nornor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengclolaan Uang Ncgara/Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

29. Pcraturan Pcmerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Ta.mbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972)sebagaimana telah 

diubah dcngan Peraturan Pcmerintah Nomor 83 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Kcuangan Kcpada Partai Politik 

(Lcmbaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

195, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 

5351); 



32. Peraturan Pcrnerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata 

Cara Pernberian dan Pemanfaata.n Inscntif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnbahan Lerribaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201. 0 ten tang Standar 

Akunt.ansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 201.0 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

N cgara Republik Indonesia Norn or 5165); 

34. Peraturan Pernerintah Nornor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjarnan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

35. Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah 

Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

36. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengclolaan Barang Milik Ncgara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 92, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

37. Peraruran Presiden Nomor 52 Tah un 2009 ten tang Tambahan 

Penghasilan Bagi Guru Pegawai Ncgeri Sipil; 

38. Peraturan Presidcn Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Uasa Pemerintah sebagaimana Lelah diubah beberapa 

kali tcrakhir dengan Pcraturan Prcsiden Nomor 70 Tahun 

2012 ten tang Perubahan Ked ua A las Pcraturan Presiden 

Nornor 54 Tahun 2010 tcntang Pengadaan I3arang/Jasa 

Perncrin tah; 



39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tcntang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 

Kcdua alas Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Lentang Pcdoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelo1aan Barang Milik Daerah; 

41. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tcntang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah scrta Tata Cara Pcngembalian Tunjangan Kornunikasi 

Irucnsif dan Dana Operasional; 

42. Pcraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan OAK di Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam 

Negcri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 20 Tahun 2009; 

43. Pcraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pcdoman Tata Cara Pcnghitungan, Penganggaran 

dalam APBD, Pengajuan, Pcnyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bant.uan Keuangan Partai 

Politik; 

44. Perat.uran Mcritcri Dalarn Negcri Nomor 32 Tahun 2011 

tcntang Pedoman Pemberian Tlibah dan Bantuan Sosial yang 

l:3crsumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 

sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam 

Ncgcri Nomor 39 Tahun 2012 tcnLang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 32 Tahun 2011 

tcntang Pedoman Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah; 



45. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

Lentang Pcdornan Pengelolaan lnvcstasi Pcmeriritah Daerah; 

46. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07 /2014 

tcntang Pelaksanaan dan Pcrtanggungjawaban Anggaran 

Transfer kc Daerah dan Dana Dcsa; 

47. Pcraturan Mcriteri Dalam Ncgeri Nomor 77 Tahun 2014 

tcntang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam APBD, Dan Tcrtib Adrninistrasi Pengajuan, 

Penyaluran, Dan Laporan Pcrtanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Kcuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); 

48. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun i\nggaran 2016; 

49. Peraturan Dacrah Kota Dcpok Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57); 

50. Pcraturan Daerah Kota Dcpok Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2007 Nomor 02); 

51. Peraturan Dacrah Kota Dcpok Nomor 8 Tahun 2007 tentang 

Pcmbcntukan Kccamatan di Kola Depok (Lembaran Daerah 

Kota Dcpok Tahun 2007 Nomor 8); 

52. Peraturan Daerah Kota Dcpok Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Rcncana Pcm bangunan .Jangka Panjang Daerah (RRJPD) Kola 

Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2008 Nomor 01); 



53. Pcraturan Dacrah Kola Dcpok Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Pcrangkal Dacrah (Lcmbaran Dacrah Tahun 2008 

Nomor 08) scbagaimana tclah bcbcrapa kali diubah tcrakhir 

dengan Pcraturan Dacrah Kola Dcpok Nomor 17 Tahun 2013 

Lcntang Pcrubahan Keempal Alas Pcraturan Daerah Kota 

Dcpok Nomor 08 Tahun 2008 tcntang Organisasi Perangkat 

Dacrah (Lcmbaran Daerah Kota Dcpok Tahun 2013 Nomor 

1 7); 

54. Peraturan Dacrah Kota Dcpok Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Pokok-Pokok Pengclolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran 

Dacrah Kola Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana 

telah diubah dcngan Pcraturan Dacrah Kota Depok Nomor 4 

Tahun 2014 lcntang Pcrubahan alas Pcraturan Daerah Kota 

Dcpok Nomor 11 Tahun 2008 tcnt.ang Pokok-Pokok 

Pcngclolaan Kcuangan Dacrah {Lem baran Daerah Kola 

Depok Tahun 2014 Nomor 4); 

55. Peraturan Dacrah Kota Dcpok Nomor 12 Tahun 2008 Lcntang 

Pcngclolaan Rarang Milik Dacrah (Lcmbaran Dacrah Kota 

Dcpok Tahun 2008 Nornor 12); 

56. Peraturan Dacrah Kota Dcpok Nornor 1 3 Tahun 2011 lcntang 

Rcncana Pcmbangunan Jangka Mcncngah Daerah Kata 

Dcpok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Dcpok 

Tahun 2011 Nomor 13); 

57. Pcraturan Dacrah Kola Dcpok Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Pcnycrtaan Modal Pcrncrintah Dacrah Kola Dcpok Kcpada 

Pcrusahaan Daerah Air Minum Kota Dcpok (Lembaran 

Dacrah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 14); 

58. Pcraturan Dacrah Kota Dcpok Nomor 11 Tahun 2015 tcntang 

Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 

2016 [Lcmbaran Dacrah Kola Dcpok Tahun 2015 Nomor 11); 



Rp.376.951.714.132,52. 

2. a. Bclanja Dacrah dalam kelompok Bclanja Tidak Langsung 

yang scmula Rp.1.042.173.894.893,52 berkurang 

(Rp. 37.156.113.000,00) mcnjadi sebesar 

Rp.1.005.017.781.893,52, dcngan rincian scbagai 

bcrikut: 
1) Belanja Pegawai yang sernula sebcsar 

Rp.921.495.735.469,00 berkurang 

(Rp.30.081.528.000,00) menjadi scbesar 

Rp.891.414.207.469,00; 

2) Belanja Hibah yang scmula sebesarRp. 

53.348.395.000,00tidak mengalami perubahan; 

Rp.951.143.625.000,00 

Rp.232.428.026.340,00 

Rp. i. 183.571.651.340,00; 

c. Lain-lain Pendapatan Dacrah Yang Sah yang semula 

Rp.517.149.855.132,52 berkurang sebcsar 

(Rp.140.198.141.000,00) menjadi sebesar 

b. semula 

scbesar 

sebesar 

yang 

bertambah 

menjadi 

Perim bangan 

yang 

tidak 

sernula 

mengalami 
Asli Daerah 

795.350.560.845,00 

Pendapatan 

sebcsarRp. 

peru baha.n; 

Dana 

a. 

1. Peridapatan Daerah yang semula 

Rp. 2.263.644.040.977,52 bertambah sebesar Rp. 

92.229.885.340,00 mcnjadi sebesar 

Rp. 2.355.873.926.317,52, dengan rincian sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 41 TAHUN 2015 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

Menetapkan 



bertambah 

menjadi 
semula Rp. 2.820.344.040.977 ,52 

sebcsar Rp. 153.925.555.295,00 

scbcsar Rp. 2.974.269.596.272,52; 

scbcsarRp. J. 152.744.820.958,00. 

c. Jumlah Bclanja Daerah pada huruf a dan huruf b 

Rp. 38.407.307.190,00 menjadi sebesar 

Rp. 590.723.455.129,00; 

3) Belanja Modal yang scmula 

scbesarRp. l.005.950.744.853,00 bertambah 

scbesar Rp. 146.794.076.105,00 menjadi 

Rp.219.903.253.292,00bcrtambah sebesar 

Rp. 5.880.285.000,00 menjadi sebesar Rp. 

225. 783.538.292,00; 

2) Bclanja Barang dan .Jasa yang semula 

scbesarRp. 552.316.147.939,00 bertambah sebesar 

scmula yang Pcgawai 1) 13elanja 

scmula sebesar Rp. l.778.170.146.084,00 bertarnbah 
scbesar Rp. l 91.081.668.295,00 menjadi sebesar 

Rp. l .969.251.814.379,00 dengan rincian perubahan 

sc bagai beri ku t : 

sebesar menjadi 

sebesar bcrkurang Rp.24.560.403.620,52 

(Rp. 7.074.585.000,00) 

Rp.17.485.818.620,52. 

b. I3clanja Daerah dalarn kclompok I3elanja Langsung yang 

3) Belanja Bantuan Sosial yang semula sebesar Rp. 

41.898.544.000,00 tidak mengalami perubahan; 

4) Belanja Bantuan Kcuangan yang semula sebesar 

Rp. 870.816.804,00 tidak mcnga.lami perubahan; 

5) Belanja Tidak Tcrduga yang semula sebesar 



Pelaksanaan Pcrubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan 

dalam peraturan ini dituangkan lcbih lanjut. dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran pergeseran satuan kerja perangkat daerah 

sesuai dcngan ketcntuan pcrundang-undangan. 

Pasal 2 

Rp.13. 700.000.000,00t.idak mcngalami perubahan. 

4. Sisa Lcbih Pcrnbiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 

yang semula sebesar Rp. 0,00 tidak mengalami perubahan. 

5. Pcrubahan Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dirnaksucl pada angka 1,angka 2, 

angka 3, dan angka 4 dirinci 1cbih lanjut dalam Lampiran 

Peraturan Walikota ini. 

sebesar semula yang Pengcluaran b. Pcmbiayaan 

semula sebesar 

sebesar Rp. 

sebcsar 

a. Pembiayaan Penerimaan yang 

Rp.570.400.000.000,00bertambah 

61.695.669. 955,00mcnjadi 

l~p. 632.095.669.955,00; 

3. Pernbiayaan yang scmula sebesar Rp.556.700.000.000,00 

bertambah sebesar Rp. 61.695.669.955,00 menjadi sebesar 

Rp. 618.395.669.955,00, dengan rincian perubahan sebagai 

bcrikut: 

d. Surplus/ (De[isit) dari .Jumlah Pcndapatan dikurangi 
,JumlahBclanja Daerah scmula sebesar 
(Rp. 556.700.000.000,00) berkurang sebesar 

(Rp. 6 l.695.669.955,00) menjadi sebesar 
(l(p, 618.395.669.955,00). 
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Diundangkan di Depok 
pada tanggal 30 Maret ~-2016 

KB. MOII.AIIIIAD IDRIS 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
da1am Berita Daerah Kofa Depok. 

Ditetapkan di.Pepok 
pada tanggal 30 Maret 2016 

W.ALIKOTA DEPOK, 

~ 

Peraturan Walikota Depok ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Paal3 


